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bahwa untuk meleksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perJu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Karaoke:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 te.otang

Pembenrukan Daerah-Daerah Kabupa ten dalam. Lingkurigan
Propinsi Jawa Tengah:

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 rentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara. Republik Indonesia
.'

Tabun 20M Nomor II, Tarubahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4960);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun '2009 tentang Pajak
Daerah dan RetrHIUS!Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepubllk Indonesia Nomor 5049),

4. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 len tang

Perlindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup [Lcrnbaran

Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor

5059 );
5. Undang-Undang Numor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor .
4~~; ~ --~
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah eliubah

dcngari Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ataa Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Mcnjadi Undang·Undang (Lembaran Negara

RepubJik Indonesia Tahun 20) 5 Nomor 24. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tabun 2012 tentang

Sertiftkasi Kompetensi dan Serriflkasi Usaha eli Bidang
PariwisatD. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5311);

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang

Pengawasan dan Pcngeudalian Kepariwisataan (1.embaran
Negare. RepubUk Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);

9. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik indonesia Tahun 2014 Jliomor32);

10. Peraruran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16
Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2.014 Nomor 1021);

11. Pe.raturan Menteri Pariwise.ta Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pendaftaran U"'Aha. Pariwisata (Berita Negara Republik
Indonesia Ta.hun2016 Nomor 1551);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun

2U12 tentang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan

Proviosi .Jawa-Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Dacrah

Provinsi Jawa Tengab Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan
Lembarari Daerah Provinsl .rawa Tengah Nomor 46);

13. PcraLuran Daerab Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun

2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran

Daerah Kabupaten Orobogan Tabun 2012 Nomor 3)

... "

.'.. - ...



3

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemenntahau Daerah yang memimpin

pelaksanaan Ul usan pemermtahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Supati adalah Bupati Grobogan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyeleoggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

~. DiDas 1\ nandmaD Modal dan Pelayanan TerpaoJJ SaW Pauu

yang selanjutnya dlsingkar DPMPTSP adalah perangkar

Daerah yan.g roeJaksanakan urusan pemerintaban bidang

BAB J

KETENTUAN UMUM

Pasnl I

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KARAOKE.

MEMUTUSKAN :

14. Peraturan Daerah Kabupat:en Grobogan Nornoi 7 Tahun

201? tentang Rencana Talc. Ruang Wilayah Kabupaten

O:robogau Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupateo

Grobogan Tahun 2012 Nomor6);

15. Peraturan Daerah Grobogan Nomor 15Tabun 2016 lcntang

Pembentukan dan Susunan Peraogkat Daerah (Lembaran

Daerah Tabun 2016 Nomur 15, Tambahan Lernbaran Daerah

Kabupaten Grobogan Nemer IS);

bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nornor 13 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun '2012 Tcntang

Retribusi Perizinan Tertcntu (Lembaran Daerah Kabupaten

Grobogan Noma; 13 Tahun 2016, Tambahan Lernbaran

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13);..

Menetapkan

..
..
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penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada

masyarakat.

6. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Grobogan yang selanjutnyo. discbut

DISPORABUDPAR adalah perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan

olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan

urusan pemerintahan bidang pariwisata.

7. Satuan Polisi Pe.mong Praja yang selanjumya disebutSATPOL

pp adalah perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan

pemerintahan bidang ketenteraman dan kerertiban. umum
serta perlindungan masyarakat sub Un.lAAnketenteramo.n

dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

R. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang melipun perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaba milik negara (BUMN), atau badan usaha mllik daerah

(BUMD) dengan nama. dan daJam benruk apa pun, firma.
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekuruan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial polirik, a:au

organisasi lainnya, lembaga dan benruk badan lainnya
termasuk knnt:ra.lc investael kolckti! dan bentuk usaha tetap.

9. Instanst terkait adalah Unit/ satuan kerja di lingkungan

Pemermtah Daerah yang berkaitan dengan perizinan dalam

penyelenggaraan usaha karaoke.

10. Usaha Karaoke adaJah trsaha yans menycdiakan ternpar dan
fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pernandu lagu.

I 1. Pengusaba Karaoke adalah badan yang menyelenggarakan

Usaha Karaoke.

12. Pemandu lagu adaJah seseorang yang melayani darrj arau

rnendampingi pengunjungJpe!anggan karaoke untuk

menyajikan, memilih lagu dan mendampingi meoyanyi.

13. lzin prinsip adalah izin awal unruk pengurusan persyaratan

perizinan lainnya untuk rnenyelenggarakan kegiatan indusrri

pariwisata khususnya karaoke.

v-
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(I) Bupati berwenang menerbitkan 'l'DUP.

Pasal5

BAB IV
rATA CARA PENDAFTARAN USAJIA

Bagian Kesaru

Umum

(2) Dalam hal modal usaha bersama antara warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing maka bentuk usahanya
harus berupa Perseroan Terbatas sesuai peraruran
perundang-undangan yang berlaku.

bersama,
(1) Modal usaha I=.-aoke dapar berupa modal sendiri atau modal

Pasal4

Usaha karaoke eli Dnerah diselenggarakan oleh badan usaha

Indoneeia bcrbadan hukum atau ndak berbadan hukum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAS III
BENTUKUSAHA DAN PERMODALAN

Pasal3

BASn

RUANO L1NOKUP

Pasal2
Ruang Unglrup Peraturan Bupati ini meliputi :
a bentuk usaha dan perrnodalan;
b. tata cara pendafraran usaha;
c. standar usaha karaoke;
d. tempat dan jam operasional penyelenggaraan usaha karaoke;

e. kewajiban dan laro.ngan;

f. pengawasan dan pcngendallan; dan
g. sanksi administratif.

14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang setanjutnya disingkat

TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bshwa

usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah

tercantum di dalam daftar usaha pariwisata,

-,
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(1) Permohonan pendaftaran usaba karaoke diajukan seeara
tertulis olen Pengusaha Karaoke kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pengajuan pennohonan sebagaimana dimaksud padA ayat (1)

disertai dengan dokumen persyaratan.
(3) Dokumen persyaratan sebagaimana. dimaksud pada ayat (2)

rneliputi:
Q. akte pendirian badan usaha dan perubahannya(apabila

terjadi perubahan);
b. fotokopi Noraor Pokok Wajib Pajak;
c. surat kesesuaian tata ruang,
d. pendaftaran penanaman modal;
e. dokumen pengelolaan llngkungan (UKL/UPb);dan

R~ Ketiga.
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 8

Selurub tahapan pendaftaran usnha karaoke sebagairnana
dimaksud dalarn Pasal 6 diselcnggarakan tanpa memungm biaya
dari pengua.aha karaoke.

PasaJ 'r

d. pc:mutakhiran TDUP.

Tahapan pendaftaran usaha karaoke meliputi :
a. permohonan pendaItaran usaha pariwisata;

b. pemeriksaan berkas permohone,n dan lokasi usaha
pariwisata;

c. penerbitan TDUP don pencanturnan ke daJam Daftar Usaha
Pariwisam; dan

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran Usaha Karaoke

PasaJ 6

dimaksud dalam ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada
Kepala DPMPTSP.

(3) Setiap Pengusaha Karaoke wajih memiliki TDUP eebeturn

menjalankan usahanya.
(4) Pendaftaran ueaha karaoke dilakukan oleh Pengusaha

Karaoke.

kewenangannya sebagaimanamelaksanakan(2) Dalam
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(1) Kepala DPMPTSP mengundang Tim Tcknis Per isirran unruk

melakukan pemeriksaan ke lckasi usana Paling lama 3 [riga)

hQri sctelah berkas perrnohonan dinyatakan benar, lengkap

dan absah.
(2) Berita Acara hasil pemeriksaan ke lokasi usaba se~agaimana

dimaksud pada ayal (I, dilaporkan kepada KepalaDPMF'J'SP.

PasaJ 11

kebcn ...run dan keabsahan berkas permchonan pendaftaran
usaha karaoke.

(2) Dalam hal berdasarkan. pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada aya\ (I) diternukan berkas permohonan pendaftaran
usaha karaoke belum memenuhi kelengkupan, kebenaran

dan keabsahan, DPMVI'SP secara, lo.ngsung membc::ritahukan

kekurangan yang ditemukan dan dikembalikan kepada
pengusaha karaoke.

kelengkapan,perneriksaanmelaksanakan(1) DPl\IfPTSP

Pasal 10

Bagian Keernpat
Pemeriksaan Berkas Pennohonan dan Lokasi Usaha Pariwisata

Kepala DPMPTSP rnemberikan bukti pencrimaan pc::nnohonan

pendaftaran usaha karaoke kcpada Pengusaha Karaoke dengan

mencarrrumleannama dokumen yang ditenma.

Pasal 9

f. izin menduikan bangunan.
(4)Pengajuan doku.menpersyaratan sebagaimana dirnaksud pada

ayat (3)disampaikan dalam bentuk salinan arau fotokopi yang
telah dilegalisasi sesuai dengan ketenruan peraruran

perundang-undangan.
(5)Dalam hal pendaftaran usaha dilalrukan secara dalam

Jaringan (online). pengajuan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan
dalam bentuk salinan digital.

(6)Pengusaha karaoke wajib menjamin melahn pcrnyataan
tertulis bahwa data dan dokumen yaug diserahkan
sebagaimana dimaksud pada >\yal (3) aclalah aosan, benar dan

eesuai dengan fakta.



8

((JI» Ii'e .. ",+- b _4igr- wajib menyampaiM?W!t W(':l!iltili wmllis
kepad ... '!C-cpoda D'PMPTSP permononan pcmuLa'khITan Oaftar

Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan paling
lambat 30 (tiga puluh) han kerja setelah suatu perubahan
terjadi,

Pasal 15

Bagian Kccnam

Pemutakhiran Daftar Usah .• Pariwisata

III Dolam hal KepaJo DPMPTSP menolnk untuk meuerbitkan
TDUP, berkas permohonan dikembalikan kepada Pengusaha
Karaoke untuk dipcrbaiki,

(2) Pcn".-rnbailan berkas pennohonan sebagairnana dimaksud
pad" .\\.n (II disertat dengan pemberuahuan secara terrulis
bcrk;"I,," dengan s<:bab ditolaknvn pennohonan usaba
kar: co""

Pasal14

(1) OaJam hal Kepala OPMPTSP menyetujui, maka obyek
permohonan usaha karaoke tersebut dicantumkan ke dalam
Daftar Usaha Pariwisatauntuk se1anjutnya diterbitkan TDUP.

(2) TOUP sebagaimana dimaksud pada ayat (11 diserahkan
kepada pengusaba karaoke paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah Berita Acara diterima.

(3) TOUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai
bukti babwa pengusaha telah dapat rnenyelenggarakan usaha

karaoke dan berlaku selama Pengusaha Karaoke maoih
menialankan usahanya,

(4) Bentuk, isi dan Iorrnar TDUP sebagaimano. dimak3ud pada
ayat (1) mengaeu pada ketentuan perarurari peruudang
undangar yang berlaku.

PasaI13

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ] 1
ayat (2). Kepala DPMPI'SP dapat menyetujui atau menolak
menerbitkan TDUP.

Pasa! 12

Bagian Kelima

Penerbitnn TDUP dan Pencantuman Dalam Dafuar Usaha
Pariwisata

,.
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pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisara sebagai man 0.

dimaksud dalam Pasal 15 tlilaksanakan sesuai dengan
proses penerbitan 'rOUP awal.

(2) Dengan diterbitkannya TDUP berdasarkan permohonan
pemutalchiran DaIteJr Usaha Pariwisata sebagaimana
dimaksud peda ayat (11. TDUP terdahulu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Pengusaha karaoke mengembalikan TDUP terdahulu kepada
Kepala DPMPTSP.

permohonan
,

berdasarkan(1) Proses Penerbitan TDUP

Paw 16

l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dirniliki
Pengusaha Pariwisata.

(3) Pengajuan permohonan pernutakhiran roUP disertai dengan
dokumen penunjang yang terkait.

(4) Pengajuan dokurnen penunjRng sebagaimana dirnaksud

pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk ealinan atai,
fotokopi yang telah dilegalieaei SC5uai dellKan ketentuan
peraruran penmdang undangan.

(5) Pengusaha karaoke wajib ruenjamin melaJui pernyataan
tertutis bahwa data dan dokumen yang diserahkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah
absah, benar dan sesuai dengan Iakta.

(2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1)
mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi, sebagai berikut :
a, perubahan sarana usaha;
b. penambahan kapasitas usaha;
c. perluasan lahan dan bangunan usaha
d. perubahan waktu atau dUTASi operasi usaha;
e. nama PenguAAhl'lPariwisata;
f. alarnat Pengusaha Par-iwisnto;
g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusah a

Pariwisata yang berbenruk badan usaha;
h. nama usaha partwtsata;
i. Iokasl usaba parrwisata;
j. alarnat kantor pengelolaan usaha pariwisata:
k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha

Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor
_kartu tanda ~nduduk untuk Pengusaha Parrwisata

"
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Usaha mikro dan ueaha keeil dilarang menyelenggarakan usaha
karaoke.

Pasal 19

b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unSID dan 9
(sembilan) sub unsur; dan

c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unSID dan 26
(dua puluh enam) sub unSID.

(1) Untuk kepertuan sertifikasi dan penerbitan sertifikat usaha
karaoke, harus dtlakukan penilaian terhadap :
B. pemenuhan persyaratan dasar; dan
b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Karaoke.

(2) Persyaratan dasar sebagairnana dimaksud pada aya.t (I) huruf
a, adalah TDUP sebag;Umana. dimaksud dalam Pasal 13 ayar
(1).

(3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapai
dUalrukan.

(4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku
bagi Usaha Karaoke sebagaimana dirnaksud pada aya.t (1)

huruf b, meliputi aspek :
a. produk, yang terdiri dnri 3 (riga)unt>ur dan 15 (lima belas)

sub un sur;

Pasal L8

(L) Setiap Usaha Karaoke, wajib memiliki Sertifikat Usaha

Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi UAAhaKaraoke seeuai
dengan ketenruan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dalarn rangka pelaksanaan Sertifikasi Usaba Karaoke

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap usaha karaoke
harus memenuhi standar usaha karaoke sehagaimana

tercantum dalam Lamplran yang merupakan basian tidal<

terpisahkan dari Peraturan Bupari ini.

Pasal17

HABV

STANDAR USAHA KARAOKE

:
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PasaJ22

(1) Lokasi bangunan gedung tempat penyelenggaraan karaoke

wajib beIjarak paling sedikit radlus 200 (dUQTStuS) meter dan

tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas umum.

(2) Lokasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (ll wajib

mendapatkan persetujuan warga dlllam radius 100 meter dad

lokasi pendirian usaho. karaoke yang diwangkan da1am Berita

Acara Soslalisasi dan diketahui Kerua Rukun Tetangga, Ketua

Rukun Warga, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat aetempat.

(ll Usaha Karaoke hanya dapat dilaksanakan di Kawasan

Perkotaan Pui wodadi dan Kawasan Perkotaan lbukota

Kecamatan.

Tempat penyelenggaraan karaoke .hcrus pacla bangunan

gedung yang merniliki Izin Mcnilirikan Bangunan yang sesuai
peruneukannya,

(3) Izin MenctirikanBangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat

< 2.) wajib atas nama pengusaba karaoke seridiri.

(4) Tempat penyelenggaraar; karaoke wajib dipasangi papan

nama dan/aUlu papan perunjuk usaha di bagian depan

bangunan yang [etas dar. rnudah dibaca denzan
mencanrumkan nornor TOUP dan menggunakar, bahasa
Indonesia danl atau bahasa aslng yang baik dan bermr,

(5) Pemasangan papan nama dan atau papan petunjuk usaha

sebagaimana dimaksud ayai (4) dikenakan pajak reklame

seauai peraruran perundang-undangan yang berlaku.

Pasa12l

BABVI

TEMPAT DAN JAM OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN tJSAH.....KARAOKE

Pengusaha Karaoke yang adak memenuni standar usaha. yang

berlaku bagi Usaha Karaoke sebagoimana dimaksud da1am Pasal

18 ayat (1\), tidak dapat mendalilkancliri sebagai Usaha Karaoke.

Pasal20

•-;



Pengusaha karaoke wajib :

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat,

budaya, dan mlai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung

jawab;

c membeeikanpclayaoan yang tldak diskriminatif;

d. membenkan kenyamanan, kerarnahan, perlindungan

keamanan, dan keselamatan wisatawan;

e. memberikan perlindungan asuranst pada usaha pariwisata

dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

r. mengembangkan kernitraan dengan usaha mikro, kecil,
dan koperasi yang saling memerhrkan, memperkuru., dari

menguntungkan;

Paeal '24

BAB VII

KQ;WAJlBAN DAN LARANGAN

Pasal23

(1) Jam operasional penyelcnggaraan karaoke pada hari Senin

sampai dengan Jumat adalah pukul 19.00 W1B sampai

dengan pukul24.00 WlB.

(2) Jam operasional penyelengga.mnn karaoke pada han Sabtu

sampai dcngan Miuggu adalah pukul 18.00 WIB. Sampai

dengan pukul 24.00 WIB.

(3) Selama bulan Ramadhan danj ataupada han bcsar

keagamaan kegiatan usaha karaoke ditiadakan/ ditutup.

(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain

pasar, terminal, pusat pertckoanyperbelanjaan, swaJayan,

tempat rekreasrj' niburan dan perkantoran.

(4) Dikecualikan dari ketenruan dirnaksud ayat (1) adalab

penyelenggaraan karaoke sebngai bagian dan Iasilttas hotel

dan/stau rumah makan yang dalam penyelenggaraannya

pengunjung tidak dipungut biaya.
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Setiap pengusaha karaoke dilarang :

a memanfaatkan tempar kegiatan untuk melakukan perjudian,

perbuatan aausila. peredaran dan pernakaian narkoba,

mmurnan keras, mernbawa senjata api/tajam serta tindakan

pelanggaran hukum lainnya;

b. mernperkerjakan tenaga kerja dibawah umur sesuai

peraturan perundang-undangar; yang berlaku;

c. memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing tD.npaiziri;

PasaJ25

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

p. mengadakanpembukuan perusahaan;
q. melaporkan kegiatan dan identitas karyawan serta pernandu

lagu setiap 3 (tiga)bulan eekali kcpad...Bupati melalui Kepala
DISPORABUDPAR dan Kepala SATPOI..PP;

r. melaksanakan perjanjian kerja, keselarnatan. kerja dan
janunan sosial bagi para karyawannya sesuai perarurari

perundang-undangan yang berlaku:

s. membuat perarurar rata tertib penyelcnggaraan karaoke; dan

L mencegah drunpak eocial yang merugikan masyarakat.

n. menjaga citra negara dar: bangsa Indonesia rnelalui

kegiatan usaha kepariwisataa.ll secara oertanggung jawab;

o. mencrapkan standar usaha dan standar kompetensi

g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat,

produk dalam negeri, dan memberikan kesempatao kepada

tenaga kerja lolcal;

h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan

dan pendidikan,

1. berperan aktif dalam upaya pengem bangan prasarana dan
program pe:nberdayaan masyarakat;

J. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar

kesusilaan dan kegiatan yang mclanggar hukum di

lingkungan tempat ueahanya;

k. memclihara lingkungan yang sebat, bersih, dan asri;

1. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya:
m. menanggapi danj atau menyelesaikan setiap keberata.n acas

dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sckitar;
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Pengunjung karaoke wajib :

a. menjaga dan mengh.ormati norma agama. arlllt istiadal.

budaya dan nilai-nilai yang hidup d~l;un masyarako.t;

Pasal28

Pemandu lagu diIarang :

a.. mmum minuman keras, mengkonsumsi dan roengedarkan

narkoba;

b. berpakaian yang menampakkan poruoaksi dan pomografi

yang berteruangan dengan norma susila: dan

c. berbuat onar ditempat kerja yang mengganggu kenyamanan

pelanggan dan pekerja lainnya.

Paaal 27

Pemandu lagu wajib :

a. mencatatkan identitas diri di ternpat kerja:
b. membawa kartu iderititaa,

c. berpakaian rapi sesuai norma susila yang berlaku;

d. memandu pengunjung sesuai dengan profesinya sebagai

pemandu lagu sesuai dengan batas norma keaustlaan yang

berlaku dimasyarakat; dan

c. memaruhi peraturan-peraruran yang perundang-undangan

yang berlaJru.

Pasal 26

d menerima pengunjung dibawah urnur sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

e. memperkerjakan pernanrin lagu yang tidak tercatac sebagai

pemandulagu di tempat ponyetenggaraan karaoke miliknya;

f. menyelenggarakan usahanya di luar Jam operasional yang

ditetapkan;

g. mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan sud

Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya; dan

h. membiarkan teriadinya pelanggaran terhadap kewajiban dan

larangan sebogcdmana diarur daJam Peraturan Bupati ini

ytlOg dilakukan oleh karyawan, pemandu lagu atau

pengunjung.
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(1) Pelaksaoaan pengawasan sebagaimana dimaks'ud dalarn

PasaJ 30 ayAt (2) dapat melibatkan peran serta setiap orang,
wisatawan dan pengusaha pariwisata.

(2) Per-CUl serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam benruk laporan ten:ulis yang memuat :

a. identitas pelapor:

b. tanggal pelaporan;

c. waktu dan tempat kejadian; dan

d. kegiatan usaha karaoke yang diduga atau tclah
menimbulkan dampak neg;ltir

tr.

Pasal31

(1) Pcmer-intah Daerah melaksanakan tindakan pengawasan

kegiatan usaha karaoke, dalam rangka mencega h dan

menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyttn!J<at

luas.
(2) Pengawasan sebagaimana, dimaksud pada ayat (I)

dilaksanekan secara insidentiJ maupun berkala oleh

DISPORABUDPAR,SATPOL PP dan instansi terkait,

Bagian Kesatu
Pengawasan
?asaJ30

BAB Vill

PENGAWASAN DAN PENGENDALlAN

Pengunjung karaoke dilarang:
a. membawa dan/atau rnengkoneurnsi minuman keras,

narkoba;

b. berbuat onar ditempat karaoke;

c. berbuat asusila di tempat karaoke; dan
d. berpakaian .seragam dinaej sekolah.

PasaI29

b. turut serta menjaga keoyamanan, keternban dan keamanan

linglrungan; dan

c. turut serta mencegah segaJa bentuk perbua ran yang

melanggar norma kesusilaan dan kegiatan yang melanggar

hukum,
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Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ilyat (1)

huruf b dilakukan ciengan cara :

R mengi80insi Iokast, ollmg. pengunjung dan/ atau Pengusaha

Karaoke yang menyebabkan dampak negatiI;

b. menghentikan sumber penyebab dampak negacif dan

kegiatan usaha karaoke;

c. melakukAn tindakan pengurangan resiko yang timbul akibat

kegiatan.usaha karaoke yang berdampak negatif; danj atau
d. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34

Pencegaban sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 32 ayat (I)

huru! It dilakukan dengan cara :

a. menaati tata ruang;

b. menaati peraturan perundang-undangcn terkalt dengan

bidang kepariwisataari;

c. mclibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan

kepariwisataan;

d. melakukan pemantauanlingkungan; dan

e. sosiahsasi oleh dinas; inetan si tcrkait sesuai dengan

perkembangao ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal33

tnstansi terkait,

sebagaimana dimakaud pada ayat (1)

oleh DISPORABUDPAR. SATPOL PP dan

(2) Pengendalian

dilaksanakan

a. pencegahan; dan

b. penanggulangan.

(1) Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan usaha karaoke

yang menimbulkan dampak negatif bagi rnasyarakat Juas,

dengan cara :

Bagian Kedua

PengendaLian

Pasal32

. .•
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(1)Sctiap pengusaha karaoke yang udak memenuhi ketenruan
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 ayat (11 dikenai sanksi
teguran terrulis pertama oleb Kepala DISPORABUDl-'AR.

(2)Apabila dalarn jangka waktu 30 (dga puluh] han kerja setelah

diberikan tegumn terrutts pertama, pengusaha karaoke tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat P), pengucaha karaoke dikenai sanksi teguran tertuJis
kedua oleh KepaJa DISPORABUDPAR.

(3)Apabila dalam jangka waktu 2 I (dua puluh satu] han kerja
setelah diberikan tegnran tertulis kedua, penguaaha karaoke
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (II. penyelenggara karaoke dikenai sanksi
teguran tertulis ketiga oleh Kepala DISPORABtJDPAR.

Pasa136

(I) Setiap pengusaha karaoke yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat
(5), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) serta Paw 22 ayat (I) dan
ayat (2) dikenai sanksi teguran terrulis pertarna oleh Kcpala
O!SPORABUDPAR.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hart kerja setelah
diberikan teguran terruli:s pertama, pengusaha karaoke tidak
memenuhi ketcntuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal.21 ayat (3)dan ayat (4) serta
Pcu;al22 ayat (I) dan ayat (2), penyelenggara karaoke dikenai

sanksi teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.
(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah

diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha karaoke ridale
mernenuhi ketenruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (6), Pasal 15 ayat (5). Pasal21 ayat (3)dan ayat (4) ecrta
Pasal 22 ayat (1) dan ayar (2). TOUP dibekukan sementara
oleh Kepala DPMPTSP.

(4) Oalam hal Pcnguealra Karaoke ciikenakan sanksi
pembekuan sementara TDtJP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3). malta Peogusaha Karaoke terse but dilarang
ruc:njalankan usananya,

BABIX
SANKSI ADMINISTRATIF

PasaJ 35

•
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DISPORABUDPAR.

(2) Apabila dalam jangka waktu -, (tujuh) han kerja setelah

diberikan teguran tertulis pertama, pengusaba karaoke tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Kepalateguran tertulis pertama oleb

larangan sebagaimana diatur dalam Paw 25,melanggar

dikenakan

(1) Setiap pengusaha karaoke yang tidak meJaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud daIarn Pasal 24 danl atau

Pasal38

maka Pengusaha Karaoke tersebut clilarang menjalankan
usahanya,

(1) Setiap pengusaha karaoke yang tidak memaruhi jam
operasional. sebagaimana dimaksud dalam PRAAI 23,
dikenakan teguran tertulis pertarna oleh Kcpala

DISPORABUDPAR.
(2) Apabila dalam jangka. waktu 7 (tujuh) han kerja setelah

diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha karaoke tidak

mematull.i jam operasrcnal sebagaimana dimaksud daIam
Pasal 23, ctikenakan teguran terrulis kedua oleh Kepala
DISPORABUDPAR.

(3) Apabila dalam. jangka waktu 5 (lima) hari kerja serclah

diberikan tegUIJU1 tertulis kedua, penguso.he. karaoke tidak

mematuhi jam operasienal sebagaimana dimaksud dalam
Pasa123, penyelenggnra karaoke ilikenakan pencabutan atas
TDUPyang dimilikinya oleh Kepala lJPMPTSP.

(4) Dalarn hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi
pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat [3).,

Pasal37

Pengusaha Karaoke tersebut cilio.rang menjalankan usahanya,

(II) Apabila dalam jangka waktu 1" (empat belas) hari kerja

setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha karaoke

ndak rnemenuhi ketenruan sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 15 ayat (1), TDUP dibekuka.n ecmcritara oleh Kepala

DPMP'TSP.

(5)Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pembekuan

semen tara TDUP sebagaimana dimaksud pacla ayat (41,maka

,
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Pengusaha karaoke wajib memenubi standar usaha karaoke

paling lame 1 ($Aw) talrun sejak mendapatkan TDUP.

Pasal40

BABX
KETENTUAN PERALIHAN I'"

Pasa139

(lJ Pengusaha Karaoke yang telah memiliki Izin Gangguan dan

masih menjalankan usaha sebelurn berlakunya Peraturan

Bupati ini, dianggap telah mernermhi persyaratan lalresi dan

dapat diberik,.n TDUP eetelah memeuuhi persyaratan

aebagalmana dlmakaud dalarn Pasal 8 aya: (3)paling lama 6

(euam) bUlan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
(2) Apabila Pengusaha Karaoke sebagaimana ctimaksud pada

ayar (1) tidak raemenuhi persyaratan dalam jangka wakru

yang telah ditentukan tidak dapal memenUhi persyaratan

aebagaiwana tercanrum dalam Pasal 8 ayat (3), maka

dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan

usaha karaoke.
(3) Dalam hal Pengusaha Karaoke dilcenakan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka

lokasi usaha karaoke barns menyesuaikan dengan

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini,

Pasal 24 danj atau melanggar larangan sebagaimana ctiarur

dalaw Pasal 25, dikenal<an teguran tertulis kedua oleh

Kepala D!SPORABUDPAR.

(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) ban kerja sctelab

rliberikan teguran rerrulie kedua, pengusaha karaoke tidak

metaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 dan/atau melanggar larangan sebagairnana diatur

dalam Pasal 25, pengusaha karaoke ~nakan pencabutan

atas TDUP yang dimHlkinya oleh Kcpala OPMPTSP.

(4) Da.larnhal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pencabutan

TOUPsebagaimana dimaksud pada ayal (3), maka Pengusaha
Karaoke terse but chlarang menjaLankan usahanya.
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Diundo.ngkan di Purwodadl
pada tanggal 2£ tl)ret ~I~

Peraturan Bupati. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan

Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berica Daerah

Kabupaten Grobogan.

Pasa]42

Pada saat Peraruran Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan Bupati

Crobogan Nomor 17 Tabun 2013 tentang Penyelenggaraan
Karaoke (Benta Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor

17) dicabut dan dinyatakan tidak. berlaku lagi.

Pasal41

BABXI
KETENTUANPENUTUP
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